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Abstrak
Tersangka dalam proses peradilan pidana memiliki hak mendapatkan bantuan hukum di proses penyelidikan dan penyidikan, hal tersebut merupakan kewajiban Aparat Penegak Hukum. Bantuan hukum berupa pemberian penasehat hukum, Penasihat hukum berperan membantu tersangka dalam setiap proses peradilan pidana. Pelaksanaan perlindungan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Polresta Probolinggo belum berjalan secara optimal yang mana masih terdapat faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pendampingan penasihat hukum di Polresta Probolinggo. Dalam proses pemeriksaan tersangka masih terdapat beberapa tersangka yang belum adanya pendampingan penasihat hukum. Bantuan hukum bagi tersangka bertujuan menghilangkan perlakukan diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum. Penyidik dalam menjalankan tugasnya berkewajiban memberikan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 54 KUHAP. Sikap pejabat penyidik dan penyidik dituntut professional, sehingga pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak melanggar hak tersangka serta dapat menjamin kepastian hukum bagi tersangka. Penyidik sebelum melakukan proses pemeriksaan harus berkoordinasi dengan penasihat hukum agar jalannya persidangan berjalan secara optimal dan adil, dari proses pemeriksaan dilanjutkan pada proses persidangan berdasarkan Pasal 115 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara yang disertai dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa a. Pendekatan awal, b. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen, c. penyusunan rencana pemecahan masalah, d. pemecahan masalah atau intervensi e. Resosialisasi. Perlindungan hukum terhadap tersangka di proses penyelidikan dan penyidikan perlu diperhatikan, jika tidak akan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kurang maksimal proses penagakan hukum. 
Kata Kunci: Penyelidikan, Penyidikan, hak tersangka
Abstract

Suspects in the criminal justice process have the right to obtain legal assistance in the initial investigation and investigation process, this is the obligation of Law Enforcement Officials. Legal assistance in the form of providing legal advisors, legal advisors play a role in assisting suspects in every criminal justice process. The implementation of protecting the rights of suspects to be accompanied by legal advisors in the initial investigation and investigation process at the Probolinggo Police has not been running optimally, which still has factors that hinder the implementation of legal assistance at the Probolinggo Police. In the process of examining suspects, there are still several suspects who have not provided legal simulation assistance. Legal aid for suspects aims at eliminating nationality treatment and arbitrary actions by law enforcement officials. In carrying out their duties, investigators are obliged to provide legal assistance following Article 54 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The attitude of investigator officers and investigator are demanded professional, so that initial investigations and investigations will not violate the rights of suspects and can guarantee legal certainty for suspects. Before carrying out the examination process, the investigator must coordinate with the legal provisions so that the proceedings of the trial are carried out optimally and fairly, from the actual examination process to the trial process based on Article 115 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This research is a sociological juridical legal research. This type of research data uses primary and secondary data. The data technique is a documentation interview. The analysis technique uses qualitative data analysis techniques. The results showed that a. Initial approach, b. Disclosure and understanding of problems or assessments, c. planning problem solving, d. problem-solving or interventions e. Resocialization. Legal protection for suspects in the process of initial investigation and investigation that needs to be considered, otherwise there will be some parts of the implementation that result in a less than optimal law enforcement process.

Keywords: Initial Investigation, Investigation, suspect rights

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan unsur yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dibidang proses peradilan pidana. Peradilan Pidana di Indonesia di selenggarakan oleh lembaga-lembaga peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang dimana lembaga-lembaga peradilan ini saling berhubungan dalam melakukan penanganan suatu perkara. Sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam 4 substansi yatu kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik, kekuasaan penuntuan oleh lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili/menjatuhkan putuşan oleh badan peradilan dan kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksanaan eksekusi (Pujiono 2019).

Kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali menangani perkara, menjadi penjaga pintu gerbang dalam sistem peradilan pidana, yang berwenang menentukan siapa yang akan ditangkap serta siapa akan layak 
untuk ditahan. Kejaksaan sebagai penuntut umum melaksanakan tugasnya ketika telah menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, sehingga kepolisian dan kejaksaan saling berkaitan dalam menjalankan tugasnya serta tanggung jawabnnya. Hubungan kepolisian dengan pengadilan dilihat pada proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik bertugas untuk meminta atau mengajukan permintaan perpanjangan penahanan, meminta ijin penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. 

Hubungan antara penuntut umum dengan hakim pada proses pemeriksaan di persidangan, hubungan dengan lembaga pemasyarakatan terlihat pada saat penuntut umum ditugaskan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memasukkan tersangka 
atau terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan integrated criminal justice system.(Effendi 2013).

Proses peradilan pidana diawali adanya dugaan, dilanjutkan proses penyelidikan. Penyidikan dilakukan untuk menentukan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana sehingga dapat ditinjak lanjuti atau tidak. Dalam proses peradilan pidana dikenal adanya bantuan hukum sebagai pendampingan tersangka atau terdakwa dalam setiap proses pemeriksaan. Bantuan hukum berfungsi membantu hakim untuk mengungkapkan kebenaran materil walaupun hal tersebut bertolak belakang dengan sudut pandang yang subyektif yang beratı berpihak pada kepentingan tersangka (Harahap 2006). Bantuan hukum berfungsi melindungi hak tersangka, bantuan hukum merupakan obyeknya sedangkan penasihat hukum merupakan subyek, yang mana bantuan hukum merupakan penasihat hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum untuk melindungi hak tersangka dalam proses persidangan. Dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi 
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”
Sehingga tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum pada setiap tahapan proses persidangan pidana. 

Hak tersangka haruslah dipatuhi serta dihormati oleh setiap aparat penegak hukum pada Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisan negara Republik Indonesia berbunyi
 "Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap  saksi,  tersangka atau terperiksa wajib: 
a. memberikan kesempatan terhadap saksi, tesangka atau terperiksauntuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan  dimulai.”
Sehingga, sangatlah penting pendampingan hukum bagi tersangka agar hak yang dimiliki tersangka tidak hilang, tetapi dalam praktiknya hak tersangka untuk mendampatkan bantuan hukum sering di abaikan oleh penyidik. Pada saat pemeriksaan pendauluan sangatlah penting pendampingan penasihat hukum karena tersangka merupakan orang awan yang tidak memahami hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Kasus di Porlesta Probolinggo pada tahun 2019 didampingi Penasihat Hukumdan tidak didampingi Penasihat Hukum

	Jenis Kasus
	Didampingi Pengacara
	Tidak Didampingi Pengacara
	Jumlah Kasus

	Setubuh cabul
	3
	14
	17

	KDRT
	3
	9
	12

	Penelantaran
	0
	3
	3

	Perzinaan
	4
	0
	4

	Narkoba
	5
	8
	13

	Penganiayaan
	1
	4
	5

	Farmasi
	15
	13
	28

	Pencurian
	10
	15
	25

	Senjata Tajam
	0
	7
	7

	Perikanan
	0
	1
	1

	Penipuan
	1
	1
	2

	Penggelapan Jabatan
	1
	1
	2

	Penggelapan
	1
	2
	3

	Tindak Pidana Ketenagakerjaan
	0
	8
	8

	Perjudian
	0
	5
	5

	Pemerasan
	0
	1
	1


Sumber : Polresta Probolinggo

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Kota Probolinggo mempunyai intensitas penanganan kasus yang lebih banyak, terdapat berbagai macam kasus di Kota Probolinggo.  Hal tersebut disebabkan dari beberapa pembangunan pelabuhan dan jalan tol yang mempengaruhi perpindahan penduduk munuju kawasan kota Probolinggo, untuk itu banyak pula perkara tindak pidana yang ditangani. Pada table 1.1 Jumlah kasus yang didampingi oleh penasihat hukum dan tidak didampingi oleh penasihat hukum dari bulan Januari-Maret 2019, dalam setiap kasusnya banyak kasus yang tidak didampingi oleh penasihat hukum. Bantuan Hukum yang diberikan oleh penasihat hukum sangatlah dibutuhkan oleh tersangka dari proses pemeriksaan pendahuluan hingga pada proses persidangan yang mana tersangka merupakan orang awan yang tidak mengetahuan atau memhami hukum, adanya penasihat hukum berguna untuk menciptakan kelancaran serta untuk menegakkan keadilan.
Tabel 1.2

Kasus di Polresta Probolinggo  2019
	Jenis Kasus
	Nama Tersangka
	Pasal
	Tidak di dampingi Penasehat hukum
	Didampingi Penasihat Hukum
	Proses peyidikan
	Pelimpahan ke Penuntut Umum

	Penipuan
	Donelly P
	Pasal 372 KUHP
	-
	Didampingi Penasihat Hukum
	16 november- 10 desember
	10 desember

	Penipuan
	Suhud D
	Pasal 372 KUHP
	Tidak didampingi pengacara
	-
	9maret - 10 Mei
	10 mei

	Penggela-pan Jabatan
	Bambang S
	Pasal 374 KUHP
	Tidak didampingi pengacara
	-
	25 September
- 24 November
	25 november

	Penggelapan Jabatan
	Muji 
	Pasal 374 KUHP
	-
	Didampingi Penasihat Hukum
	19 februari-26 februari
	27 Februari

	Penggelapan
	Ahmat 
	Pasal 372 KUHP
	-
	Didampingi Penasihat Hukum
	17 agustus-14 oktober
	15 oktober

	Penggelapan
	Suhan
	Pasal 372 KUHP
	Tidak didampingi pengacara
	-
	26 agustus-26 november
	27 desember

	Penggelapan
	Hasan
	Pasal 372 KUHP
	Tidak didampingi pengacara
	-
	18 januari-19 maret
	20 maret

	Penganiayaan
	Ravid 
	Pasal 351 Ayat (2) KUHP
	Tidak didampingi pengacara
	-
	7 oktober- 13 desember
	14 desember

	Penganiayaan
	M.Syaich
	Pasal 351 Ayat (2) KUHP
	-
	Didampingi Penasihat Hukum
	25 juni-19 maret
	20 maret

	Penganiayaan
	Andy 
	Pasal 351 Ayat (2) KUHP
	-
	Didampingi Penasihat Hukum
	25 april-14 juni
	15 juni

	Narkotika
	Sailor 
	Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika
	Tidak didampingi pengacara
	-
	24 oktober- 20 februari
	21 februari

	Narkotika
	Robi 
	Pasal 112 ayat (1) UU Narkotia
	-
	Didampingi Penasihat Hukum
	6 januari-4 maret
	5 maret


Sumber : Polresta Probolinggo

Pada tabel 1.2 menjelaskan mengenai perbedaan pada proses penyidikan yang didampingi oleh penasihat hukum dan tidak didampingi oleh penasihat hukum sampai pada pelimpahan berkas ke penuntut umum. Dalam proses penyidikan seorang tersangka yang mendapatkan pendampingan penasihat hukum proses penyidikannya lebih cepat sehingga berkas di limpahkan ke penuntut umum lebih cepat, sedangkan tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum proses penyidikannya memakan waktu sehingga pelimpagan berkasnya kepada penuntut umum lebih lama .

Bantuan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh tersangka guna membantu tersangka dalam berbagai proses persidangan yang berlangsung. Penyidik dalam proses penyidikan berkewajiban memberikan hak tersangka untuk di dampingi oleh penasihat hukum agar dalam proses penyidikan tersangka menjadi subyek, bukan menjadi obyek. Pasal 69 KUHAP berbunyi :
“Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”
Peranan penasihat hukum sangatlah diperlukan dalam setiap proses pengadilan, karena tersangka belum tentu memahami apa sebenarnya yang akan didakwakan untuknya. Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwasannya kasus pidana yang didampingi oleh penasehat hukum dan tidak didampingi oleh penasehat hukum sangatlah berbeda masa penyidikannya sampai pelimpahan berkas perkaranya ke penuntut umum. Tersangka mungkin tidak paham hukum, sehingga penasihat hukum sangatlah penting dalam setiap proses persidangan, karena menjadi pendorong untuk meningkatkan profesionalisme penyidik dalam membangun integritas moral dan menciptakan kredibilitas terhadap masyarat. 

Bantuan hukum bagi tersangka bertujuan menghilangkan perlakukan diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang oleh pejabat penyelidik dan penyidik. Pasal 114 ayat  KUHP berbunyi:
“Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindakan pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum yang sebagaimana diatur dalam pasal 56”
Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan harus dilaksanakan oleh pejabat penyelidik dan penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung berdasarkan pada asas praduga tak bersalah, tersangka mempunyai hak yang sama derajatnya dengan manusia pada umumnya. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi.

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta mengkaji mengenai perlindungan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan pendampingan penasihat hukum di Polresta Probolinggo.
METODE

Berdasarkan permasalahan yang muncul pada maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis(Subagyo 2006). Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah jenis penelitian hukum sosiologis dapat juga disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyek penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan(Subagyo 2006). Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara untuk mencari informasi dari narasumber yang terpercaya disertai dengan dokumentasi untuk mendapatkan keterangan serta bukti. Teknik analisis data menggunkan teknik analisis data kualitatif, yang artinya suatu cara yang dihasilkan dengan memunculkan deskriptif analisis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang bermanfaat (Soekanto 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendampingan  Tersangka 

Penyidik dan pejabat penyidik di Polresta Probolinggo memberikan kesempatan tersangka didampingi oleh penasihat hukum serta memberitahu tersangka mengenai pendampingan penasihat hukum. Setelah korban tertangkap barulah dimulai proses penyidikan dengan mengumpulkan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. 
Jika tersangka terbukti melakukan suatu tindak pidana akan diproses menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai penyidik memberitahukan mengenai pendampingan penasihat hukum, jika tersangka tidak ada pendampingan penasihat hukum perkara masih dapat dilanjutkan, yang mana hal tersebut berdasarkan keterangan Bapak Kumoro dan Bapak Heru selaku penyidik di Polresta Probolinggo.
Menurut hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku penyidik di Polresta Probolinggo pelaksanaan proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan berupa; 


      1. Tahap pemeriksaan tersangka

Pada tahap ini sesuai dengan ketentuan Pasal 114 KUHAP sebelum adanya pemeriksaan penyidik maupun pejabat penyidik wajib memberitahuan mengenai hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.

2. Tahap penyediaan bantuan hukum

Penyidik dapat menyediakan pemberi bantuan hukum yang bekerjasama dengan Polresta Probolinggo. Penyidik dapat menunjuk beberapa penasihat hukum dan kemudian tersangka yang memilihnya atau tersangka dapat menggunakan penasihat hukum yang ditunjuk sendiri oleh tersangka. Pemberian bantuan hukum  dapat dilakukan dengan cara komunikasi dengan tersangka yang mana pemberian bantuan hukum dengan melakukan  pendekatan terhadap tersangka selama 3 hari untuk memahami masalah hukum yang dialami tersangka. Pada prinsipnya seorang tersangka diberikan kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

Tersangka dapat memperoleh bantuan hukum dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum serta tersangka menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkaranya. Tersangka yang didampingi penasihat hukum bisa dapat menghubungi penasihat hukumnya dari awal proses pemeriksaan berlangsung. Setelah adanya penunjukan penasihat hukum dari tersangka  maka barulah penyidik memberikan  keterangan secara tertulis bahwa tersangka didampingi penasihat hukum. Penasihat hukum malakukan koordinasi dengan penyidik bahwa tersangka didampingi penasihat hukum, sehingga adanya surat kuasa yang dimiliki penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. 
Sehingga, akan memunculkan kuasa hukum setelah adanya penunjukan penasihat hukum bagi terdakwa dengan adanya surat kuasa khusus dari tersangka yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang menyidangkan perkara tersebut. Dalam hal perkara tersebut dapat ditunjuk penasihat hukum secara lisan oleh tersangka di persidangan. Apabila seorang tersangka kurang mampu, dapat didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk pengadilan berdasarkan”penetapan” penunjukan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara itu. 

Penyidik dalam menjalankan tugasnya berkewajiban memberikan bantuan hukum yang mana hal tersebut merujuk pada Pasal 54 KUHAP untuk kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, sehingga untuk membela hak yang dimiliki tersangka maka tersangka berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dalam Pasal 114 KUHAP pendampingan penasihat hukum sifatnya wajib berdasarkan pada pasal-pasal yang ada di KUHAP. Bantuan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh tersangka untuk mendapatkan keadilan yang mana hak tersebut diperoleh tersangka saat dimulainya proses penyelidikan dan penyidikan sampai pada proses peradilan. Implementasi hak yang dimiliki tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di Polresta Probolinggo sesuai dengan Pasal 115 KUHAP.

Berdasarkan pada wawancara penyidik dan pejabat penyidik di Polresta Probolinggo memberikan kesempatan untuk tersangka didampingi oleh penasihat hukum pada tahap pemeriksaan, dari proses penangkapan tersangka sampai pada tahap pemeriksaan tetapi belum berjalan secara optimal. Adanya perlindungan hukum merupakan bentuk dari suatu tindakan hukum yang diberikan oleh negara dan pemerintah terhadap warga negaranya.  Perlindungan hukum yang diperoleh tersangka menyesuaikan pada  hak yang dimiliki oleh tersangka (Ongki 2017);

1. Perlindungan hukum dari 
     penyidik

 Perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik sangatlah penting karena dapat memberikan rasa aman kepada tersangka serta hak tersangka dapat terpenuhi. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan yang dimana hal tersebut guna memberikan informasi kepada tersangka.  Adanya Pelindungan hukum dari penyedik dapat menempatkan tersangka menjadi subyek dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga hak yang dimiliki tersangka dapat dilindungi. Perlindungan hukum dari penyidik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyidik maupun pejabat penyidik dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan pejabat penyidik dapat berfungsi menciptkan proses hukum secara adil.

2.Perlindungan hukum secara 
   jasmani dan rohani

Perlindungan hukum secara jasmani dan rohani pada tahap penyelidikan dan penyidikan sangatlah diperlukan guna membentuk karakter tersangka, yang dimana hal tersebut dapat membantu tersangka dalam menghadapi suatu proses persidangan. Perlindungan hukum jasmani dan rohani perlunya adanya suatu pendampingan dari pesehat hukum yang diberikan oleh negara yang mana hal tersbut merupakan upaya dalam perlindungan hukum untuk tersangka. Perlunya adanya perawatan jasmani maupun rohani untuk melindungi hak tersangka, karena dalam proses penyelidikan dan penyidikan penyidik dan pejabat penyidik dapat melakukan penekanan guna mendapatkan keterangan dari tersangka. Pelayanan rohani sangatlah diperlukan tersangka karena untuk memberikan dorongan dalam menghadapi kasus yang diduga oleh penyidik dan pejabat penyidik bahwa dilakukan olehnya.

3.Perlindungan hukum dari 
   lembaga bantuan hukum

Perlindungan hukum adalah bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh tersangka ketika tersangka melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan menjamin serta memenuhi hak bagi tersangka untuk mendapat keadilan pada setiap prosesnya baik di porses penyelidikan, penyidikan hingga pada proses persidangan. Perlindungan hukum dari lembaga bantuan hukum dapat memberikan suatu kepercayaan serta keadilan bagi tersangka dalam menghadapi kasusnya sehingga proses hukum dapat berlangsung secara adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku penyidik di Polresta Probolinggo perlindungan hukum terhadap hak tersangka sudah dilakukan secara optimal mengikuti prosedur yang ada, meskipun tersangka tidak memiliki penasehat hukum haknya masih dapat dilindungi. Tugas polisi dapat diartikan sebagai perilaku dari semua pemeran APH ( Aparat Penegak Hukum) untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk dari tindakan pidana dengan tujuan tertentu untuk mencapai kesejahteraan dalam melindungi masyarakat (Suharto 2005). Perilaku APH seharusnya mengandung kebenaran bukan menjadikan pembenaran dari suatu tindakan APH atau dengan cara merekayasa tindakan dari APH (Agus Raharo 2011). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chasan selaku pejabat penyidik di Polresta Probolinggo bahwasannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adanya sistem inkisator dan akusator secara normatif pemeriksaan dengan sistem inkisator tidak digunakan tetapi penyidik  bersikap harus professional untuk memperoleh keterangan dari tersangka. Tetapi jika ada beberapa oknum dari pejabat penyidik dan penyidik yang melakukan penyimpan akan diberikan teguran. Sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan sistem inkisator dan akusator. Sistem inkisator telah diganti tapi dalam praktiknya masih seringkali diterapkan bahkan sistem inkisator digunakaan oleh penyidik dan pejabat penyidik untuk memperoleh pengakuan dari tersangka, pengakuan tersangka dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan( BAP). BAP dipercaya oleh hakim untuk menentukan suatu kebenaran, sehingga situasi ini tidaklah menguntungkan bagi tersangka. 
Berdasarkan hasil hasil wawancara dengan Bapak Kumoro selaku penyidik di Polresta Probolinggo tata cara pemeriksaan dimuka penyidik dimulai dari Keterangan tersangka yang mana keterangan tersangka yang diberikan kepada penyidik diberikan tanpa adanya suatu tekanan dari siapapun dengan bentuk apapun, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas sesuai dengan kehendak tersangka, serta tanpa adanya tekanan yang dilakukan penyidik maupun dari pihak luar. Dalam proses pemeriksaan untuk membuktikan keterangan tersangka sangatlah susah, dalam membuktikan keterangan yang diberikan tersangka dapat berupa hasil paksaan dan tekanan. Kontrol untuk menghindari adanya suatu penekanan atau ancaman dapat dihindari jika adanya kehadiran dari penasihat hukum, apabila keterangan yang diberikan tersangka dalam BAP dilakukan dengan tekanan, ancaman, atau paksaan maka hasil pemeriksaan tidak sah dan hal tersebut melanggar hak yang dimiliki tersangka. Berdasarkan hasil penelitian jika tidak adanya penasihat hukum maka tersangka dalam proses pemeriksaan hanya mengikuti apa yang APH katakan beda halnya jika ada penasihat hukum penyimpangan yang dilakukan penyidik dapat diajakukan praperadilan dengan alasan tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undang. 

Keterangan mengenai apa yang tersangka lakukan yang berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik sesuai dengan keterangan tersangka, pencatatan mengenai keterangan tersangka disesuaikan dengan kata dan kalimat tersangka tetapi dalam penyusunan penyidik dalam menyesuaikan dengan susunan kalimat yang dapat mempermudah untuk membacanya dengan maksud apa yang dikemukakan tersangka tidak dirubah. Setelah keterangan yang disusun oleh penyidik maka barulah penyidik meminta izin kepada tersangka  atas keterangannya tersebut. Jika tersangka tidak mau memberikan tanda tangannya dalam BAP penyidik dapat membuat catatan mengenai penjelasan alasan tersangka tidak mau mendatangainya. 
Tersangka memiliki hak yang wajib dilindungi oleh APH, berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka berinisal “s” tidak didampingi penasehat hukum sehingga tersangka berinisial “s” tersangka tidak mengetahui mengenai haknya dan tersangka merasa bahwa penyidik tidak menjelaskan mengenai pendampingan penasihat hukum. Sedangkan, Tersangka dengan inisial “r” merupakan tersangka yang didampingi penasehat hukum dalam perkaranya tersangka dengan inisial “r” tidak begitu memahami mengenai hukum, maka hal tersebut dijelaskan oleh penasehat hukumnya mengenai tuntutan apa yang akan didakwakan untuknya, berapa lama prosesnya, apa saja prosesnya, sehingga proses berperkara tersangka berinisial “r” dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Dapat disimpulkan bahwasanya masih terdapat beberapa oknum penyidik maupun pejabat penyidik yang tidak memberitaukan atau menjelaskan mengenai hak yang dimiliki tersangka. Keterangan tersangka dengan inisial “r” yang didampingi penasihat hukum melakukan tindak pidana pencurian ditangkap di Polresta Probolinggo ditahan di Polresta kurang lebih 1 bulan. Tersangka didampingi penasihat hukum sejak awal ditangkapnya tersangka oleh penyidik. Sedangkan keterangan Tersangka dengan inisial “s” tersangka tidak didampingi penasehat hukum melakukan tindak pidana pencurian di tangkap di Polresta Probolinggo ditahan kurang lebih 2 bulan hampir 3 bulan.
Sehingga pemenuhan hak yang dimiliki oleh tersangka terlihat berbeda antar tersangka. Implementasi mengenai hak yang diperoleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena masih terdapat beberapa oknum penyidik yang tidak memberitahukan hak yang dimiliki tersangka pada tahap pemeriksaan dan masih terdapat beberapa tersangka yang saat diperiksa ditingkat penyidikan tidak didampingi penasehat hukum, sehingga hal tersebut dapat terjadinya penyimpangan dan tidak sesuai peraturan yang ada. Bentuk penyimpangannya dapat berupa tersangka ditahan tanpa adanya surat penahanan dari penyidik, penyidik melakukan penahanan kepada tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan intimidasi terhadap tersangsa untuk mendapatkan petunjuk, adanya upaya paksa dalam penahanan, penahanan tersangka lama, serta danya penyitaan dan penggeledahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (Zulaidi 2010).

Tersangka yang didampingi penasihat hukum masa penahannya lebih singkat dan pelimpahan berkas perkaranya lebih cepat, serta tersangka memberitahukan dengan jelas bahwasanya tidak adanya intimidasi yang diperoleh tersangka, karena apa yan tersangka lakukan akan dijelaskan oleh penasihat hukum dan tersangka pada tiap tahapan didampingi oleh penasihat hukum, sehingga penasihat hukum yang akan membantu menjelaskan kronologi tindak pidana yang dilakukan tersangka. Tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum masa penahanan tersangka lebih lama serta pelimpahan berkas tersangka lebih lama, serta tersangka tidak dapat menjelaskan mengenai adanya atau tidak adanya intimidasi yang diperolehnya, tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum hanya mengikuti pada apa yang polisi arahkan untuknya. Pada saat proses penyelidikan dan penyidikan tersangka menjelaskan mengenai kronologi tindak pidana yang dilakukannya. Pelaksanaan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam tahap pemeriksaan pada tingkat penyidikan tidak terlepas dari APH itu sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap keterangan penyidik dengan keterangan tersangka masih terdapat beberapa perbedaan. Keterangan penyidik menyatakan bahwa penyidik menjelaskan mengenai hak yang diperoleh tersangka. Sedangkan, keterangan tersangka tersangka tidak dijelaskan oleh penyidik mengenai haknya sehingga  dapat dilihat adanya pembedaan antara keterangan penyidik dan keterangan tersangka. Pentingnya masyarakat untuk mengetahui hak yang dimilikinya, khususnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika seseorang tersangkut dalam perkara pidana, yang mana hal tersebut bertujuan agar tidak adanya penyimpangan terhadap masyarakat yang tidak didampingi penasihat hukum saat dilakukannya proses pemeriksaan ditingkat penyidikan. Penerapan terhadap hak tersangka mendapatkan bantuan hukum bukan hanya dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat tetapi juga budaya hukum penyidik (Zulaidi 2010). Sehingga, dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan dari penyidik sikap dari penyidik dituntut untuk bekerja secara lebih professional, sehingga pelaksanaan penyidikan tidak melanggar hak yang dimiliki tersangka serta dapat menjamin kepastian hukum bagi tersangka itu sendiri. Oleh sebab itu, penyidik sebelum melakukan proses pemeriksaan harus berkoordinasi dengan penasihat hukum yang mana hal tersebut akan dilanjutkan pada proses persidangan. Berdasarkan penelitian koordinasi yang dilakukan penyidik belum sepenuhnya berjalan secara optimal yang mana hal tersebut dapat dilihat dari proses pemeriksaan tersangka masih belum adanya pendampingan dari penasihat hukum. 

Berdasarkan wawancara Pemberian bantuan hukum kepada tersangka pada tahap penyidikan belum sepenuhnya optimal yang mana masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam melakukan pendampingan hukum tersangka pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tersangka haruslah terpenuhi, dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan terhadap perlindungan hak tersangka haruslah sejalan dengan aturan yang berlaku. Jika adanya penasehat hukum untuk tersangka maka sistem inkistor tidak akan digunakan karena hak tersangka akan dilindungi. Jika tersangka tidak menggunakan penasihat hukum hal tersebut dapat disebut dengan elastisitas yang mana hukum dapat dieksploitasi untuk kepentingan APH berbentuk upaya paksa dalam memenuhi target untuk kepentingan politik, kelompok, serta kepentingan pribadi sehingga upaya paksa merupakan tindakan kepolisan yang didasarkan pada undang-undang dalam membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang objektif dengan berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukumnya (S.A. Soehardi 2008).
Seseorang tersangka yang berperkara berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum, tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Tersangka diberikan kebebasan untuk memiliki penasehat hukumnya. Menurut aturan yang berlaku seorang tersangka berhak memilih penasehat hukumnya atau diberikan kebebasan untuk didampingi penasehat hukum atau tidak.
Penasehat hukum adalah bantuan hukum yang diberikan oleh negara dalam Pasal 115 ayat 1 KUHAP. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kumoro selaku Penyidik di Polresta Probolinggo terdapat tersangka dengan inisial “r” didampingi penasihat hukum sejak awal ditangkapnya tersangka oleh penyidik. Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka berinisial “r” tersangka berpendapat proses berperkara sesuai dengan aturan karena dalam prosesnya tersangka dibantu oleh penasehat hukumnya.  Penasehat hukum memiliki peranan memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka tidak dilanggar. Pada saat proses penyelidikan dan penyidikan tersangka menjelaskan mengenai kronologi tindak pidana yang dilakukannya. Penasehat hukum berperan sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan undang-undang dalam proses penegakan hukum yang mana penasehat hukumberperan sangat penting. Tidak adanya pensehat hukum dalam proses peradilan pidana dapat memungkinkan adanya pelanggran hak yang terjadi sehingga penasehat hukum bukan hanya sekedar hadir tetapi harus memiliki kompetensi untuk membela hak yang dimiliki tersangka. 
Penasehat hukum sebagai salah satu perangkat dalam menegakkan proses peradilan, penasehat hukum mempunyai kedudukan yang setara degan penegak hukum lainnya dalam menegakkan keadilan yang mana penasehat hukum tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika, tersangka tidak menggunakan atau memiliki penasihat hukum penyidik wajib memberikan bantuan hukum kepada tersangka berdasarkan pada aturan yang berlaku. Penyidik memberikan beberapa pilihan penunjukan penasihat hukum kepada tersangka dan nantinya tersangka yang akan memilihnya Berdasarkan wawancara dengan bapak Kumoro selaku penyidik di Polresta Probolinggo tersangka yang tidak mampu menyewa penasehat hukum atau kurangan secara ekonomi  adanya penunjukan penasihat hukum secara gratis, dengan cara tersangka mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau dapat secara lisan, tersangka menyerahkan dokumen perkaranya serta tersangka melampirkan surat keterangan tidak mampu, jangka waktu pemberi bantuan hukum biasanya paling lama 3 hari kerja. Berdasarkan keterangan Bapak Heru Bantuan hukum berupa pendampingan penasihat hukum sebagai penyidik memberitahukan mengenai pendampingan penasihat hokum. Apabila tersangka tidak ada pendampingan penasihat hukum perkara masih dapat dilanjutkan tetapi jika hukuman tersangka dibawah 5 tahun jika diatas 5 tahun tersangka wajib didampingi penasihat hukum. 
Pendampingan penasihat hukum sebagai upaya bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh penasihat hukum, pedampingan hukum dapat diberikan untuk berbagai kalangan yang membutuhkan pendampingan penasihat hukum. Peranan dari penasehat hukum menurut Binzaid Kadafi untuk mendampingi tersangka pada setiap tingkatan di proses penyelidikan sampai pada proses peradilan yaitu (Effendi 2013);

1. Adanya hak untuk meandampingi tersangka pada setiap tingkatan yang dimulai dengan proses penyelidikan, hal tersebut merupakan perlindungan hak yang dimiliki oleh tersangka dalam mengungkapankan pengakuan apa yang diketahui tersangka tanpa adanya suatu intimidasi;

2. Mendampingi tersangka dimuka persidangan, penasehat hukum mewakili atau membantu dalam mengemukakan kebenaran serta mencari keadilan;

3. Pensehat hukum berperan dalam menentukan kebijakan dalam sistem peradilan setelah melewati proses penyidikan penyidikan;

4. Penasehat hukum berperan dalan mengawasi proses peradilan dari tingkatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan peradilan di pengadilan;

5. Penasihat hukum berhak mendapatkan informasi dan pelayanan administrasi yudisial yang berkaitan dengan penanganan perkara yang sedang ditanganinya agar dapat membantu mengungkapkan kebenaran;

6. Penasehat hukum berfungsi menjalakan proses arbitrase melalui mediasi dalam menjalankan sengketa diluar penyidikan apabila dikehendaki oleh tersangka.

7. Penasehat hukum berperan untuk membantu hakim dalam mengungkapankan kebenaran.

Berdasarkan penelitian bahwasanya penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan memperbolehkan tersangka untuk didampingi penasehat hukum atau tidak, yang mana penasehat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik. Penasehat hukum dapat membantu tersangka untuk menjalankan persidangan sesuai dengan aturan yang ada. Kehadiran dari penasehat hukum dapat memberikan keberanian tersangka untuk mengungkapkan apa yang menurutnya dianggap benar. Peranan penasehat hukum sangatlah penting dalam setiap persidangan yang berlangsung pensehat hukum berperan membantu tersangka. Penasehat hukum berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan kepada penyidik untuk dijadikan dasar terkait kepentingan pembelaan. Serta, penasehat hukum dapat mengetahui apakah penahanan yang dilakukan terhadap tersangka sah atau tidak dihadapan hukum yang mana hal tersebut berdasarkan pada Pasal 124 KUHAP. Dengan adanya penasehat hukum akan menciptakan hukum secara adil dan optimal.

B.Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tersangka

Bedasarkan hasil penelitian, kurangnya pemahaman beberapa oknum penyidik dan pejabat penyidik dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi hak tersangka dapat menyebabkan berbagai kendala dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap tersangka yaitu;

1. Faktor dari APH 

Faktor dari dalam diri APH itu sendiri yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik yang bernama Bapak Chasan selaku pejabat penyidik di Polresta Probolinggo, Terdapat beberapa oknum penyidik dan pejabat penyidik masih belum memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, sehingga dapat menghilangkan hak yang dimiliki tersangka. Tersangka dalam proses pemeriksaan masih menyangkal apa yang telah dikemukakan penyidik, tetapi penyidik menyakini bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana serta penyidik memberikan bukti untuk menunjukkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersangka, tetapi tersangka masih menyangkal apa yang penyidik kemukakan sehingga hal tersebut membuat penyidik merasa jengkel dengan sifat tersangka sehingga APH dalam menjalakan tugasnya haruslah  berintegitas, moralitas, idealisme serta prosesionalitas, jika hal tersebut terpenuhi maka dalam memberikan 

2. Faktor dari masyarakat
Perilaku masyarakat sangatlah mempengaruhi dalam pelaksanaan bantuan hukum di kota Probolinggo. Menurut Soerjono Soekanto “Penegak hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam bermasyarakat, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum (Soekanto 2013). Tersangka memiliki hak yang wajib dilindungi oleh APH, berdasarkan pada wawancara  dengan tersangka yang berinisal “s” tersangka tidak mengetahui mengenai haknya dan tersangka merasa tidak dijelaskan oleh penyidik mengenai pendampingan penasihat hukum. Tersangka dengan inisial “s” dalam berperkaranya tidak didampingi oleh penasehat hukum. Sedangkan Tersangka dengan inisial “r” merupakan tersangka yang didampingi penasehat hukum dalam perkaranya tersangka dengan inisial “r” tidak begitu memahami mengenai hukum, maka hal tersebut dijelaskan oleh penasehat hukumnya mengenai tuntutan apa yang akan didakwakan untuknya, berapa lama prosesnya, apa saja prosesnya, sehingga proses berperkara tersangka berinisial “r” dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Dapat disimpulkan bahwasanya masih terdapat beberapa oknum penyidik maupun pejabat penyidik yang tidak memberitaukan atau menjelaskan mengenai hak yang dimiliki tersangka. Keterangan tersangka dengan inisial “r” yang didampingi penasihat hukum melakukan tindak pidana pencurian ditangkap di Polresta Probolinggo ditahan di Polresta kurang lebih 1 bulan. Tersangka didampingi penasihat hukum sejak awal ditangkapnya tersangka oleh penyidik. Sedangkan keterangan Tersangka dengan inisial “s” tersangka tidak didampingi penashet hukum melakukan tindak pidana pencurian di tangkap di Polresta Probolinggo ditahan kurang lebih 2 bulan hampir 3 bulan.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam berperkara belum tentu memahami hukum dan apa saja haknya, tersangka merasa penyidik tidak menjelaskannya. Tersangka adalah masyarakat awan yang tidak begitu memahami mengenai aturan-aturan yang ada serta hak apa saja yang dimilikinya, sehingga hal tersebut tidak dapat menciptkan hukum yang adil serta hukum tidak berjalan secara optimal. Tersangka yang didampingi penasehat hukum tersangka memang tidak memahami mengenai haknya tetapi tersangka dibantu oleh penasehat hukumnya dan penasehat hukumnya menjelaskan kepada tersangka sehingga hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan yang ada antara tersangka yang tidak didampingi penasehat hukum dan tersangka yang didampingi penaehat hukum. Penasehat hukum berperan penting dalam proses penegakan hukum karena masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memahami mengenai pentingnya penegakan hukum.
3. Faktor Kebudayaan atau Budaya  Hukum


Kebudayaan merupakan sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianggapnya baik untuk diikuti dan jika buruk patut dihindari. Menurut Soerjono Soekanto “sistem hukum pada dasarnya mencakupi nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum, yang mana nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk sehingga pada kenyataannya merupakan dari pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus serasi”(Soekanto 2013), sehingga budaya hukum berdasarkan pada nilai hukum yang berhubungan dengan tingkah laku dari APH serta perilaku dari masyarakat itu sendiri, yang mana perlakuan dari Bapak Heru, Bapak Chasan dan Bapak Kumoro selaku penyidik dan pejabat penyidik di Polresta Probolinggo menjadi dasar dari budaya hukum itu sendiri. 

4. Faktor Aturan



Faktor aturan yang dimaksud adalah undang-undang yang mana undang-undang merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh APH. Undang-undang merupakan aturan yang ditulis oleh APH dan wajib untuk di patuhi oleh APH maupun masyrarakat. Menurut aturan pentingnya peranan penasehat hukum untuk melindungi hak tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga mewajibkan penyidik dan pejabat penyidik untuk memberitahukan mengenai hak yang dimiliki tersangka yang mana berdasarkan keterangan Bapak Heru, Bapak Chasan dan Bapak Kumoro selaku penyidik dan pejabat penyidik di Polresta Probolinggo memang masih terdapat beberapa oknum penyidik yang tidak memberitahukan mengenai hak yang dimiliki tersangka tapi aturan masih dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
PENUTUP
Kesimpulan

Bantuan hukum untuk tersangka dapat memberikan kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan yang menurutnya dianggap benar, dengan adanya penasehat hukum dapat memberikan kelancaran dalam penanganan kasusnya serta memberikan keadilan kepada tersangka. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka berarti memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka terpenuhi, tetapi dalam implementasinya masih terdapat beberapa oknum APH yang tidak memberikan hak yang dimiliki oleh tersangka. Peranan penasihat hukum sangatlah diperlukan dalam setiap prosesnya, karena tersangka belum tentu memahami apa sebenarnya yang akan didakwakan untuknya. Bantuan hukum bagi tersangka bertujuan menghilangkan perlakukan  diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang oleh pejabat penyelidik dan penyidik, sehingga dapat menghilangkan penempatan tersangka sebagai obyek dalam proses pemeriksaan. Berdasarkan penelitian koordinasi yang dilakukan penyidik belum sepenuhnya berjalan secara optimal yang mana hal tersebut dapat dilihat dari proses pemeriksaan tersangka masih belum adanya pendampingan dari penasihat hukum. Perlindungan hukum tersangka masih dianggap kurang, dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan pejabat penyidik dan penyidik wajib menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional dan prosedural. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dapat memberikan sarana kontrol terhadap tindakan pejabat penyidik dan penyidik yang seringkali bersikap sewenang-wenang sehingga asas praduga tidak bersalah dapat diabaikan. Etika yang dimiliki oleh APH sangatlah berpengaruh dalam proses penegakan hukum, hal tersebut dapat memberikan  perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh tersangka.

Pelaksaan perlindungan hukum di Polresta Probolinggo belum sepenuhnya berjalan secara optimal yang mana hal tersebut masih memunculkan bebarapa hambatan yaitu dari APH itu sendiri dan dari masyarakat yang mana masyarat yang menjadi tersangka, yang mana masyarakat yang berperkara tidak begitu mehami mengenai hak yang dimilikinya sehingga tidak terciptanya suatu keadilan yang ada. Sikap dari penyidik dituntut untuk bekerja secara lebih professional, sehingga pelaksanaan penyidikan tidak melanggar hak yang dimiliki tersangka serta dapat menjamin kepastian hukum bagi tersangka itu sendiri. Oleh sebab itu penyidik sebelum melakukan proses pemeriksaan harus berkoordinasi dengan penasihat hukum yang mana hal tersebut akan dilanjutkan pada proses persidangan. Masih terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pendampingan penasihat hukum tersangka pada proses pemeriksaan tahap penyidikan. Pejabat penyidik dan penyidik dalam melakukan tugasnya haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku tanpa mengesampingan norma dan nilai yang ada dimasyarakat.
Saran



Dengan adanya berbagai macam kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum tersangka maka dibutuhkannya upaya dalam penganggulangan pelaksanaan perlindungan hukum tersangka untuk APH, sehingga peneliti memberikan beberapa saran yaitu;

1. Meningkatkan SDM

Untuk meningkatkan SDM yang professional, berintelektual serta berintegritas tinggi dalam mengatasi kurangnya pemahaman dari APH terhadap hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dengan cara mengikut sertakan APH dalam sosialliasi atau penyuluhan hukum tentang pentingnya bantuan hukum. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan bekerjasama antara APH dengan LBH, sosialisasi ini bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi APH tentang pentingnya hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum. Menurut pasal 2 Peraturan Kepolisan Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya SDM yang berintelektual tinggi, berintegritas dan profesional maka hak yang dimiliki tersangka tidak akan diabaikan serta tidak digunakannya penempatan sistem inkisator dalam proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung.  

2. Memberikan sanki tegas

    Dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan pejabat penyidik dan penyidik wajib menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional dan prosedural. Berdasarkan pasal 18 angka 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dapat memberikan sarana kontrol terhadap tindakan pejabat penyidik dan penyidik yang seringkali bersikap sewenang-wenang terhadap tersangka pada proses penyelidikan dan penyidikan sehingga asas praduga tidak bersalah dapat diabaikan. Pejabat penyidik dan penyidik dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi hak asası manusia yang dijelaskan pada pasal 7 huruf i Peraturan Kepolisan Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Etika yang dimiliki oleh APH sangatlah berpengaruh dalam proses penegakan hukum, hal tersebut dapat memberikan  perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh tersangka. APH dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada atuaran yang ada berdasarkan pasal 14 huruf e jo pasal 15 huruf e Peraturan Kepolisan Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga APH dalam menjalankan tugasnya haruslah memperhatikan hak yang dimiliki oleh tersangka. Dalam Pasal 9 Peraturan Kepolisan Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwasanya pejabat penyidik dan penyidik dalam melakukan tugasnya haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku tanpa mengesampingan norma dan nilai yang ada dimasyarakat. 
Jika dalam melaksanakan tugasnya adanya suatu pelanggaran, khususnya dalam menempatkan tersangka maka APH harus mendindak lebih tegas berdasarkan aturan yang berlaku, berdasarkan pada pasal 20 Peraturan Kepolisan Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dapat dijelaskan bahwasnya jika APH telah melakukan pelanggaran yang diatur diatur dalam pasal 20 Peraturan Kepolisan Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maka adanya sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, jika APH terbukti adanya pelanggaran pidana maka sanksi yang diberikan berdasarkan pada KUHP, jika terbukti adanya pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berdasarkan pada ketentuan pasal dalam kode etik kepolisan dengan diadakannya sidang KEP, dan dapat dikenakan sanksi administratif berupa sanksi pelanggaran KEP. Jika sanksi diberikan secara tegas oleh APH maka tidak akan adanya unsur pembeda dalam menempatkan kedudukan bermasyarakat, sehingga hak yang dimiliki oleh tersangka dapat dilindungi dengan menjunjung tinggi hak asası manusia. 

3. Diadakannya Penyuluhan 

Kepada pemerintah khususnya kepolisian di Polresta Probolinggo sering mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya bantuan hukum. Mengadakan sosialiasi kemasyarakat tentang bantuan diberbagai media yang tersedia bisa berupa media social, baner dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut bertujuan masyarakat mengetahui pentingnya kedudukan bantuan hukum dalam menjamin hak tersangka pada setiap prosesnya dari proses pemeriksaan sampai dengan proses pengadilan.
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